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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan

pelayanan kesehatan denge kotika jenis tertentu serta

melakukan upaya pencega ahginaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor na

Ketersediaan narkgt|ka di SISHIM: ¢ alfaat di bidang pengobatan
atau pelayanan kesehatan di sisi lain menimbulkan
ketergantungan yang sang aka untuk mencegah dan
memberantas penyalahgu sangat merugikan dan
membahayakan kehidupariy rintah merasa perlu untuk

KEDJAJAAN

melakukan perubahan terh Jﬂ“' 1997 tentang Narkotika,
untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tinda pidana narkotika melalui ancaman sanksi
pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-
Undang tentang Narkotika yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk

kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Oleh

! Siswanto S, 2009, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009), Jakarta, Rineka Cipta, him. 1.



karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan
dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan
ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika.?

Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan
peredarannya yang harus diawasi secara ketat dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, peraturan narkotika bertujuan untuk:

a. Menjamin keterseljaa Ayfanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilm
b. Mencegah, meling sia dari penyalahgunaan
Narkotika;
c. Memberantas pereg ; dan
d. Menjamin pengatu sosial bagi penyalahguna

narkotika.

Penyalahguna narkott Bidk pidana narkotika dan juga

sebagai korban penyalahgunaan narkotrke arg tersebut menyalahgunakan narkotika
disebabkan faktor-faktor tertentu, disisi lain penyalahguna narkotika juga merasakan penderitaan

fisik dan psikis dari penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika dijamin

2 Andi Hamzah, Surachman, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, PT. Karya Unipress, Jakarta,
him. 13.



untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial®. Tujuan rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial ini diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik,

mental, dan sosialnya.”

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims” (korban sebagai pelaku), karena
pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika

yang dilakukannya sendiri.’

an pidana penjara paling
b. Narkotika ¢ ‘ jan pidana penjara paling

c. Narkotika ( ' dipi jan pidana penjara paling

103.
3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib

menjalani rehabilitasi sosial.

® AR. Sujono dkk, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, him. 66.

* M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 100.

* 1bid, him. 50



Kemudian dalam Undang-undang Narkotika, pengaturan masalah tempat pembinaan dan

perawatan Napi diatur dalam Pasal 56 menegaskan:

(1) Rehabiliasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri,
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau
masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu setelah mendapat persetujuan

menteri”

Pada Undang-undang Narkotika ini terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana

dan sanksi tindakan (rehahjlit ack system. Sanksi pidana

dan sanksi tindakan (do | yang di berlakukan bagi
pelaku tindak pidana, sa sanksi pidana dan sanksi
tindakan. Sanksi Pidana Pasal 111 sampai dengan
Pasal 144 dan 147 UU N penjara, pidana kurungan
dan pidana denda. Sedan a yaitu Rehabilitasi yang
diatur dalam Bab 1X Pasal

Dalam hal memut ndang-Undang nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotike ‘ : kafkeldtnar ‘,am hakim yang memeriksa

perkara pecandu narkotika untuk dapat ang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

® https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2326/2379 diakses pada hari Sabtu tanggal
24 Maret 2018 pukul 18:14 WIB


https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2326/2379

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana

Dalam Pasal 4 menjelaskan “menjamin

pengaturan upaya rehabil yalahgunaan dan pecandu
Narkotika”, selain Pasal 4 ndakan rehabilitasi dapat
dilihat dalam Pasal 54 narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika habilitasi sosial”.” Pasal-
pasal ini dipekuat dengan « 04 tahun 2010 selanjutnya
disebut SEMA Nomor i§ penyalahgunaan, korban

B EDIAJAA s o
penyalahgunaan, dan peca t , aEmEtemba w;ﬂ tasi medis dan rehabilitasi
"l . »

sosial.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar

" Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen
Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung, Alfabeta, him. 111.



pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal ini diatur di dalam

angka 3 huruf a bahwa:

“Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan
hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas
dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.”

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

terdapat pada Bab IX Pasal 50 ayat (1) tentang putusan pengadilan menyatakan ‘“Putusan

pengadilan selain harus memuat alasar—dar Msal, juga memuat pasal tertentu dari

B —

peraturan perundang-undafiga

..
h' 1

dijadikan dasar untuk mengg

Berdasarkan denga , terdakwa dapat diputus

pidana penjara juga diput ang belum diberikan oleh
hakim kepada pelaku penjygala at sering terjadi penyidik
menggunakan pasal ya ; ; pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika$ .
sebelumnya sudah disangka
penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada #tr dan korban penyalahgunaan narkotika.?
Seharusnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran
yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat
keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan

dampak yang terjadi dalam masyarakat.’

& http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/ diakses
pada 19 Februari 2018 pukul 23:10 WIB
®Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Op.Cit., him. 16.



Pada beberapa contoh yang penulis temukan, berdasarkan Putusan Nomor
623/Pis.Sus/2014/PN.Pdg tahun 2014 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengunakan Narkotika golongan |
bagi dirinya sendiri, setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa di vonis dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta pada Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2017/PN.Pdg tahun 2017 menyatakan terdakwa

telah terbukti secara sah dan paeya metakukan tindak pidana tanpa hak
menggunakan Narkotika he imbangkan oleh hakim,
terdakwa di vonis dengan 8 (delapan) bulan karena
terbukti melanggar pasal 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Pidana penjara yan gar memberikan efek jera
kepada terdakwa dan juga elakukan perbuatan yang
sama. Namun, untuk mempeRSSKan-tertie Rt PRat RO s tindakan rehabilitasi agar

terdakwa sembuh secara fi pangkan Pasal 54 Undang-

Undang No. 35 tahun 2009 tenta dtakan bahwa “pecandu narkotika dan
korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan kasus diatas, amar dari putusan hakim terhadap kasus narkotika hanya dijatuhi
putusan pidana dan tidak dijatuhi putusan rehabilitasi. Padahal pecandu bukanlah kejahatan melainkan
seseorang yang menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun
secara psikologis serta dukungan masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Di satu sisi pengguna

narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan

korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan



berupa rehabilitasi. Hakim perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa
diberi tindakan berupa rehabilitasi disamping tindakan berupa pemidanaan. Oleh karena itu, Penulis
tertarik melakukan penelitian dan mendalami lebih lanjut dengan menuangkannya dalam suatu karya
ilmiah dengan judul:

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA” (Studi di Pengadilan Negeri

Klas I A Padang)

o~
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fatar belakang, permasal@han qiokok yang ingin diajukan

dibahas di dalam penelitia
1. Apa dasar perti tusan pidana terhadap

penyalahguna nark

2. Bagaimana pertimbga si terhadap penyalahguna

Narkotika di Penga

C. Tujuan Penelitian
Dalam penulisan ini yang menjad
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap

penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

D. Manfaat Penelitian



Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan beberapa manfaat
yang antara lain, seperti:
1. Manfaat secara teoritis
a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama di bidang
hukum pidana khusus.
b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta karya-karya ilmiah di bidang

hukum, khususnya hukum pidana.

b. Agar penelitia 3 , khususnya hakim sebagai
dasar pertimbdngan d: enjatuf ‘ idghk terhadap penyalahguna

narkotika.

E. Kerangka Teoriti

1. Kerangka Teori 7 Jﬂ@

Merupakan teori yang digunakan dfam melakukan penelitian ini dan juga teori yang
memiliki pengaruh terhadap isi penelitian:
a. Teori Pemidananaan

Ada berbagi macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun

dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:

1) Teori Absolut



Menurut teori ini dasar hukum pidana ialah yang dilakukan orang itu sendiri.
Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan
untuk menjatuhkan pidana dan hal ini juga berarti pidana dipakai untuk
pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis
dan juga unuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

a) Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung dijatuhkan

b akibat yang ditimbulkan
fbalasannya kecil juga.’
2) TeoriR
h menegakkan tata tertib
Alah merupakan tujuan, dan
pidana. Ini berarti bahwa
pidana (QeRRaKeaR=< St T\ aroaa O ot mm s et ncegah adanya kejahatan,
yang beratSEt asyal ka8 n. Tujuan tersebut dicapai
dengan menjatuhkan¥ erpidana denagn maksud:
a) Menakut-nakuti;
b) Memperbaiki; dan
¢) Membuat ia tidak berdaya lagi.'
3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkn menjadi 3 golongan:

19 Moh. Taufik Makarao dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, , him. 8.
1 Ibid, hal 39-40.



a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini
dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya
dilaksanakan apabiladiperlukan untuk menegakkan tata terib hukum.

b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam
meggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat
itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan

perbuatannya. Apabila pencegahan umum itu tidak berhasi digunakan,

lada batasannya terhadap

layak dan kelayakan ini

ngi masyarakat.*?

terapat dua kategori

Pertimbangan yang 8 ada pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-
undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

b) Keterangan Terdakwa;

12 H
Ibid, him. 40.
3 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 212-220.



¢) Keterangan Saksi;
d) Barang Bukti;
e) Pasal-pasal Dalam Hukum Pidana.
2) Pertimbangan non Yuridis
a) Latar belakang terdakwa
Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu

keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak

a bagi korban, pihak lain

pidana baik kondisi fisik,

KeteiRs aKH a2 g tidak cukup hanya dengan
kata “ketuhanan aa kepala sebuah putsan hakim,
melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan

para pembuat kejahatan.



2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkn pada suatu peraturan
perundang-undangan tertentudan juga berisikan definisi-definisi dari peristilahan
yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:
a. Dasar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dasar merupakan lapisan bawah, pondasi,

alas.*

b. Pertimbangan UNNERSlTAs ANDALAS ‘
Dalam Ka : nldi artikan sebagai pendapat

c. Hakim

ewenangan oleh Undang-

d. Putusan

Putusan Pass 2 e RS AR dang Republik Indonesia

pengadilan terbuka, var

0 diucapkan dalam sidang

nidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

e. Penyalahguna Narkotika
Menurut Bab | ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun

2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

! Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alumni, Surabaya, him. 59.
' Ibid, him. 231.
16 Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafiak, Jakarta, him. 72.



f. Narkotika
Narkotika Pasal 1 butir (1) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian
1. Metode PendekE
Metode pendek eltian ini adalah Pendekatan
yuridis sosiolo ghpan melihat norma-norma

atau ketentuan ddn dengan fakta-fakta yang

Penelitian ini m < riptif yaitu penelitian yang
menggambarkan sifat-Sifa aan, gejala, atau kelompok tertentu
atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat.'” Keadaan yang

digambarkan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim terkait pidana

bagi penayalahguna narkotika.

7 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.



3. Jenis data dan sumber data

a.

1)

2)

Jenis data
Jenis data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian berupa data primer dan
data skunder, yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung ke

lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian untuk

mendapatkan Kkejeralg; (¢ D Qi yang terkait mengenai dasar
pertimban & 'J 41T dal am—pl 2 berupa rehabilitasi bagi
geri Padang dengan cara-

kan wawancara dengan

----- ey il enelitian kepustakaan dari
berbagai bW} ' dan bahan lainnya yang
berhubungan denganp
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan
langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara
memperhatiakan, mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya
yang menjadi dasar penulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan

antara lain:



1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
3) Undang-undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,
4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009,
5) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.
b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

akan bahan hukum primer

1) Ba [ juk maupun penjelasan
.............. S : ya Kamus Besar Bahasa

¥kumen, ensiklopedia, dan

sebagainya.

2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum misalnya
yang berasal dari bidang: Sosiologi, filsafat, ekologi, teknik dan lain
sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data
penelitian. '8

b. Sumber data

'8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat, Rajawali
Pers, Jakarta , him. 41.



Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilaksanakan
dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian dengan menganalisa dan
membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya baik secara

langsung maupun tidak langsung dengan materi yang dibahas, termasuk juga

peraturan perundapeg=tr Ve ARk emua itu didapatkan dari berbagai

n Negeri Padang dengan
an ini adalah data primer,
yakni data ng merupakan hakim dan

pihak-pihaky

4. Teknik Pengumps ) 2

Untuk mengumpu 3 e digunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi data-data / dokumen yang terdapat di lapangan baik

berupa berkas perkara maupun dokumen-dokumen lainnya pada instansi yang

relevan dengan objek penelitian.



b. Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua
orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan
berbentuk wawancara semi terstruktur dengan mempergunakan pedoman
wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan,
agar penelitian tidak lari dari pokok permasalahan dan ada kalanya pertanyaan itu

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar memperoleh data yang

fman dengan mengajukan

qnp relevan dengan masalah

----------------- papgan-—engar p, maka tahap berikutnya
adalah mengels : ' ' . pkoknya terdiri dari langkah
sebagai berikut:*
Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang
bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan
memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa

datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

19 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, him. 125.



Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah
secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan,
menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada

proposal yang berguna untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gamabaral i dan mempermudah dalam penulisan,
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: PENDAH

Bab ini enyeluruh tentang pokok

permasalaf rumusan masalah, tujuan
penelitian dan konseptual, metode

penelitian

Bab ini berisikan uraian pUstaka tentang dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika dan
penerapan rehabilitasi dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana

terhadap penyalahguna narkotika.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



BAB IV

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, akan
menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana terhadap penyalahguna narkotika dan penerapan rehabilitasi dalam
putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna

narkotika.

: PENUTUP

umnya dan juga berisikan
mikian bab penutup ini
angkuman  jawaban atas

ini.
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